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Abstract:

Since its accession to the World Trade Organization (WTO), China has been playing its
greater role as a new giant economy more actively in international trade and has succeeded
in strengthening its economic relations with its neighboring countries including Southeast
Asian countries, which are the members of ASEAN. This paper particularly discusses China’s
economic policies in ASEAN after China gained its membership in the WTO. We focuses
mainly on the agreement on trade in goods under the scheme of ASEAN China Free Trade
Area (ACFTA) and the investment agreement between China and ASEAN that affects its
economic relations with ASEAN. We argue that China’s economic policies in ASEAN as
concrete and systematic implementation of “reform and opening up” policies initiated more
than 30 years ago. Strategically, it has played one of the major and most important roles in
strengthening its economic relations with ASEAN and that the state’s role is the key to the
success of China’s economic policies in ASEAN.
Keywords: China’s economic policies, trade, ASEAN China Free Trade Area (ACFTA),
investment agreement, China’s membership in WTO

“Let China sleep, for when China wakes up, she will shake the world” (Napoleon) l

Pendahuluan

4k

Kemajuan ekonomi China sejak bergabung dengan World Trade Organization (WTO)
semakin memotivasi China untuk mengembangkan keija sama perdagangannya dengan
Penulis berterima kasih kepada para peserta Konvensi Nasional II Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional
Indonesia (AIHII) tanggal 11-13 Juli 201 1 di Bandung yang telah memberikan masukan konstruktif atas versi
awal tulisan ini.
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negara-negara tetangganya, terutama ASEAN. Semangat untuk melaksanakan regionalisme

dimaksudkan

sebagai

pelatihan

untuk

mempersiapkan

perdagangan bebas global yang menjadi agenda

WTO.2

negara

dalam

menerapkan

Regionalisme dapat digunakan

China dan mitra dagangnya sebagai anak tangga untuk menerapkan sistem perdagangan di
lingkup yang lebih luas. Sejak bergabung dengan WTO, impor dari negara-negara ASEAN ke
China naik hingga 11.36% pada tahun

2005.3

ASEAN adalah mitra perdagangan kelima

terbesar China pada tahun 2005, sedangkan “China menjadi mitra dagang keempat terbesar
ASEAN pada tahun

2007”4

dan meningkat menjadi mitra dagang ketiga terbesar ASEAN

pada tahun 2010.5
Keijasama yang semakin erat sejak keanggotaan WTO terlihat dengan naiknya total

volume ekspor dan impor ASEAN terhadap China. Dalam jangka waktu tujuh tahun, total
perdagangan ASEAN dengan China naik lebih dari empat kali lipat dari US$42,76 juta pada
tahun 2002 menjadi US$178,19 juta di tahun 2009. Peningkatan nilai perdagangan ASEAN
dengan China dapat dilihat pada tabel 1.
Peningkatan volume perdagangan China dan ASEAN yang pesat serta hubungan

ekonomi yang semakin erat antara keduanya selama sepuluh tahun terakhir menjadi penting
untuk dikaji mengingat sebelumnya hubungan ekonomi antara keduanya tidak pemah
menjadi pusat perhatian. Sebuah studi mengenai kebijakan ekonomi dan perdagangan China

setelah keanggotaan China di WTO diperlukan untuk mengetahui alasan-alasan di balik

teijadinya peningkatan hubungan ekonomi China dan ASEAN. Posisi ASEAN pun semakin

penting bagi China baik sebagai pasar yang sangat strategis bagi produknya maupun sebagai

mitra ekonomi yang dapat memperkuat hegemoni China di Asia Timur.
Artikel ini membahas kebijakan perdagangan China sebagai salah satu faktor
pendorong keijasama ekonomi dan hubungan perdagangan China dengan ASEAN sejak

China menjadi anggota WTO yang ditandai dengan pertumbuhan pesat volume perdagangan-

Mitra
Dagang
China

Tabel 1 Total Perdagangan ASEAN dengan China (2002-2009)
(Nilai dalam juta dolar)
2003;
2002
2005
2006
2007
2004
2008

42,759.
8

59,63
7

89,06
6

113,39
3

139,961.
2

171,117.
7

196,88
3

2009

178,18
5

Sumber ASEAN Statistical Yearbook 2010 (ASEAN Secretariat: 2011), him. 69.

2
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barang dan nilai investasi keduanya. Indikator kebijakan perdagangan China dalam artikel ini
adalah kerjasama perdagangan barang China-ASEAN di bawah skema ASEAN China Free
Trade Area (ACFTA) dan kebijakan investasi China di ASEAN melalui perusahaan negara

dan swastanya yang mempengaruhi hubungan ekonomi China dengan ASEAN.
Kebijakan Ekonomi China pasca Keanggotaan China di WTO

Setelah menjadi anggota WTO, China merevisi hukum perdagangan asingnya agar
sesuai dengan ketentuan WTO. Pada tanggal 1 Juli 2004 China melegaiisasi Hukum

Perdagangan Asing

China6 (China’s Foreign Trade

Law) yang mengatur bagaimana China

melakukan hubungan perdagangan dengan pihak asing. Hukum' Perdagangan Asing China ini
terdiri dari 11 pasai dan 70 ayat yang membahas setiap detil aturan-aturan perdagangan China
yang berlaku bagi China dan mitra dagangnya. Hukum perdagangan ini membahas kerjasama
perdagangan dengan pihak asing, ekspor impor barang dan teknoiogi, perdagangan jasa,

perlindungan terhadap aspek-aspek perdagangan dan hak cipta intelektual, investigasi dan
pengawasan perdagangan asing, promosi perdagangan, ketentuan-ketentuan hukum, dan

penyelesaian permasaiahan seperti dumping dalam perdagangan asing.
Hubungan perdagangan regional dilandasi oleh hukum perdagangan asing China

(2004) dan tertulis dalam bab 1 pasai 5 yang berbunyi, “Republik Rakyat China akan, atas
prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan, mempromosikan dan mengembangkan
hubungan perdagangan dengan negara dan kawasan lain, masuk ke dalam atau berpartisipasi

dalam perjanjian perdagangan ekonomi regional seperti perjanjian kesatuan pabean ( custom
union), perjanjian perdagangan bebas dan berpartisipasi dalam organisasi ekonomi

regional.”7 Dengan demikian pasai ini melandasi hubungan kerjasama ekonomi dan
perdagangan China dengan ASEAN.
Kerjasama yang dilakukan China dengan ASEAN pada dasarnya bertujuan untuk

mengurangi ketakutan ASEAN akan kekuatan ekonomi China yang sangat besar. China

melakukan kebijakan-kebijakan yang spesifik kepada ASEAN untuk membantu negaranegara ASEAN menyelesaikan masalah perdagangan dan investasi serta membantu ASEAN
menjaga stabilitas finansialnya. Para pemimpin China berusaha membangun citra China
yang derntawan melalui proposal kerjasama ekonominya. China juga berusaha meyakinkan
bahwa pihaknya siap menawarkan kerjasama yang bersifat “menang-menang” sehingga
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ASEAN lebih tenang dan percaya bahwa China yang kuat akan membantu mendorong

perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan negara-negara ASEAN.

Kebijakan Ekonomi China: Sektor Perdagangan di bawah Skema ACFTA
Skema kawasan perdagangan bebas dengan ASEAN paling banyak dibicarakan.

ACFTA mempromosikan China sebagai mitra utama kerjasama eksternal ASEAN dalam
lima sektor prioritas yakni pertanian, sumber daya manusia, teknologi komunikasi dan
informasi, investasi, dan pengembangan daerah aliran Sungai Mekong. Beberapa pihak

mengklaim bahwa ACFTA pada dasamya menguntungkan kedua belah pihak, namun sejauh

ini impiementasi di lapangan menunjukkan bahwa China lebih

diuntungkan.8 ASEAN-China

Expert Group pada tahun 2001 memperkirakan dengan masuknya China ke WTO impor

China dari ASEAN akan meningkat menjadi US$ 13,3 miliar antara tahun 2000-2005 dan 4
miliarnya dihasilkan pasca keanggotaan China di WTO.9 Pemyataan ini terbukti dengan
naiknya nilai ekspor dan impor keduanya sebesar empat kali lipat dari US$ 42,759 juta pada

tahun 2002 menjadi USS 178,185 juta pada tahun 2009.

10

Kebijakan perdagangan China di ASEAN dalam kerjasama perdagangan barang
terbagi menjadi dua yaitu fasilitasi perdagangan barang oleh China dan penerapan prinsip

WTO kepada anggota ASEAN yang bukan anggota WTO. China memberikan tiga jenis
fasilitasi perdagangan kepada ASEAN dengan tujuan untuk membantu ASEAN bersaing
dengan China. Bentuk fasilitasi perdagangan pertama adalah dengan pemberian Early

Harvest Program (EHP) kepada ASEAN. Program ini sebenarnya bentuk kebijakan China

untuk meredam ketakutan ASEAN akan persaingan dengan China yang produknya
membanjiri kawasan Asia Tenggara. Dalam jangka waktu dua tahun (2004-2006),
penghapusan tarif produk pertanian mencapai 0% dilakukan oleh

China."

Terdapat sekitar

530 produk yang termasuk dalam program pcmbebasan tarif EHP. Untuk produk pertanian

yang masuk ke dalam daftar sensitif, penurunan tarif akan dimulai pada tahun 2012, dimana

semua tarif harus mencapai tingkat tarif tertinggi sekitar 20%.12 Setelah itu semua tarif akan
13

diturunkan lagi secara bertahap dan harus mencapai 0-5% pada tahun 2018. Hingga tahun
2010 terdapat lebih dari 1100 produk pertanian ASEAN dan China yang tarifnya telah
dipangkas menjadi 0-5%. 14

EHP menjadi daya tarik tersendiri bagi ASEAN mengingat sebagian besar produk

ekspor ASEAN ke China adalah produk pertanian dan bahan mentah. Bagi Thailand, sektor
4
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pertanian menempati 30% dari total sektor yang akan diuntungkan oleh

ACFTA.'5

Oleh

karcna itu, Thailand menjadi salah satu negara anggota ASEAN yang merasakan keuntungan
dari EHP. Melihat antusiasme Thailand terhadap EHP, China pun menjalankan kebijakan

lain, yakni program percepatan penghapusan tarif. Dalam perjanjian ini, Thailand

memasukkan 242 produk kategori sensitif yang tarifnya akan dipotong hingga mencapai 20%
pada tahun 2012 dan 100 produk yang masuk kategori sangat sensitif akan dipotong sebesar
16

50% pada tahun 2015.

Logika percepatan pemotongan tarif ini jelas, semakin cepat

penurunan tarif dilakukan, semakin cepat pula Thailand dan China menikmati hasilnya.

Selain dengan Thailand, China juga mengadakan Preferential Trade Agreement (PTA)
dengan tiga negara ASEAN lainnya. Pada tahun 2005, Wen Jiabao mengumumkan PTA

China dengan Laos, Kamboja, dan Myanmar yang dimulai tanggal 1 Januari 2006.

Jenis fasilitasi perdagangan kedua berbentuk bantuan langsung yang diberikan China
kepada ASEAN. Pada tahun 2003, China dan ASEAN mengadakan “Deklarasi Bersama
Kemitraan Strategis ASEAN-China untuk Perdamaian dan Kesejahteraan”. Deklarasi yang

ditandatangani pada ASEAN Summit ke-7 tanggal 8 Oktober 2003 ini merupakan rencana

besar kedua pihak untuk lebih mendalami dan mengeratkan hubungan ASEAN-China yang

saling menguntungkan dalam jangka waktu lima tahun yakni tahun 2005-2010. Deklarasi ini
dibagi menjadi enam kategori kerjasama yang terdiri dari enam bidang dan salah satunya

adalah bidang ekonomi. Kerjasama ekonomi terdiri dari bidang pertanian, informasi,

teknologi komunikasi, sumber daya manusia, investasi, Daerah Pertumbuhan China-BruneiIndonesia-Malaysia-Filipina (B1MP-EAGA), dan kerjasama Usaha Kecil dan Menengah.

Beberapa pasal dari rencana kerjasama bidang ekonomi secara jelas menunjukkan strategi

China untuk memenangkan hati ASEAN dalam rangka ekspansi perdagangannya.
Berdasarkan Rencana Aksi ini, China memberikan beberapa jenis bantuan langsung kepada

ASEAN yang ditujukan untuk memfasilitasi perdagangan ASEAN.
Bantuan langsung China kepada ASEAN terbagi sebagai berikut. Pertama, China

menawarkan program bantuan pengembangan UKM ASEAN. Niat China ini kemudian

diajukan dalam kasus UKM Indonesia. Pada bulan Maret 2010, Wakil Ketua Umum Kamar
Dagang dan Industri Nasional Indonesia Bidang Usaha Mikro Kecil dan Koperasi, Sandiaga
S. Uno memaparkan bahwa bantuan langsung terkait UKM yang ditawarkan China kepada
Indonesia adalah skema pengadaan atau revitalisasi mesin-mesip. baru serta bantuan dana dan
inovasi baru bagi UKM.
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Kedua, China menyatakan komitmennya untuk menyediakan bantuan teknis kepada
Sekretariat ASEAN untuk mengkoordinasi dan mengimplementasikan butir-butir rencana

yang telah disepakati. Komitmen ini terwujud pada tahun 2005 ketika China memberikan
bantuan ekonomi kepada negara anggota ASEAN sebesar 3 miliar

dolar.17

Kemudian pada

Forum Kerjasama Perdagangan China-ASEAN tahun 2009, China membicarakan lebih jauh

mengenai kesediaan China dalam memfasilitasi perdagangan dengan ASEAN. Forum ini

dihadiri oleh 260 delegasi dari pemerintah China, pihak pabean China, perusahaanperusahaan China, dan anggota ASEAN. China juga melakukan rapat konsultasi dengan
pihak pabean ASEAN setiap tahunnya dalam rangka menjalankan beberapa proyek gabungan

dan memfasilitasi perdagangan dan investasi yang lebih baik bagi ASEAN.
Ketiga, China memfasilitasi perdagangan ASEAN dengan mendirikan kelompok kerja

resolusi perdagangan dan bantuan langsung. Pada Pertemuan Komisi Bersama ke-10 di
Indonesia, China menandatangani Agreed Minutes of The Meeting for Further Strenghtening

Economic and Trade Cooperation. Persetujuan ini merupakan bentuk komitmen China untuk
membantu Indonesia dalam penyelesaian masalah yang dihadapi sektor perdagangan

Indonesia yang terkena dampak

ACFTA.18 Selain

itu, China melalui Guangxi State Farms

Group telah membangun industri singkong di Thailand, Laos, dan Myanmar untuk menolong

petani-petani di ASEAN meningkatkan keuntungan yang lebih besar dari ACFTA.
Fasilitasi perdagangan barang lainnya yang diberikan China terlihat dari penurunan

tarif barang yang dilakukan oleh China. Sampai tahun 2009, terdapat sekitar 7.868 barang
ASEAN dan China yang tarifnya telah dipangkas menjadi 0-5% di bawah skema ACFTA,

termasuk di dalamnya adalah produk pertanian.19 Sebelum EHP diterapkan, rata-rata tarif
yang diberikan China kepada produk pertanian ASEAN jauh lebih tinggi dibandingkan
dengan tarif yang diberikan ASEAN kepada produk China yang masuk. Hal ini masih terjadi
bahkan setelah China menjadi anggota WTO. Pada tahun 2001 rata-rata tarif produk

pertanian yang ditetapkan oleh China adalah sebesar

54%.20 Setelah menjadi anggota

WTO

tarif yang ditetapkan China berkurang sekitar setengahnya, namun jika dibandingkan tarif

yang ditetapkan ASEAN bagi produk pertanian yang datang dari China, tarif dari China jauh
lebih tinggi.

Melihat jauhnya perbedaan tarif antara ASEAN dan China, maka China dan ASEAN
sepakat untuk menurunkan tarifnya menjadi di bawah tarif Most Favored Nation (MFN)

China. Hal ini mengacu kepada Kerangka Kesepakatan Kerjasama Ekonomi Menyeluruh

antara ASEAN dan China yang ditetapkan pada tanggal 4 November 2002. Pasal 6 ayat 3b

6
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kesepakatan ini mengatur mengenai reduksi dan eliminasi tarif yang harus dilakukan ASEAN

dan China. Pada tahun 2007 tarif produk non-pertanian China teiah diturunkan sampai

sebesar 8,9% dari 42% tahun 1992. Sementara itu tarif produk pertanian teiah dipotong
21
54%
Pengurangan tarif MFN ini merupakan
15,3%
2001.
dari
tahun
menjadi
pada

komitmen China setelah Putaran Doha dilaksanakan dan berdampak pada komitmen China

dengan ACFTA. Untuk mendorong perdagangan dengan ASEAN, China kemudian

mengurangi dan bahkan mengeleminasi tarifnya yang tinggi terhadap produk ASEAN seperti

yang dijelaskan dalam tabel 2 dan 3.

Tabel 2. Perbandingan tarif MFN China dan ACFTA dalam EHP
Tarif ACFTA

Tarif MFN China
Lebih dari 1 5%
Antara 5% (inklusif) and 15% (inklusif)
Kurang dari 5%

2005

2006

5%
0%
0%

0%
0%
0%

Sumber: data diakses dari aseansec.org. tanggal 20/4/11.

Tabel 3. Perbandingan Tarif MFN China dan ACFTA dalam Kesepakatan
Perdagangan Barang
Tarif MFN China

2005
Lebih dari atau sama dengan 20%
Antara 15% (inklusif) dan 20%
Antara 10% (inklusif) dan 15%
Antara 5% dan 10%
Kurang dari atau sama dengan 5%

Tarif ACFTA
2007
2009

20%
12%
8%
15%
10%
8%
5%
5%
Tetap sama

2010
0
0
0
0

5%

5%
5%
0

0

Sumber: Ibid.

Di samping menawarkan bantuan kepada UKM ASEAN, China juga melakukan
beberapa kebijakan perdagangan lainnya. Pada poin 4.4.6 Rencana Aksi, China menyatakan
kesediaannya mendukung Laos dan Vietnam untuk menjadi anggota

WTO.22 Kedua negara

ini memang bukan anggota WTO, namun China bersedia untuk memberikan perlakuan MFN

kepada keduanya. Hal ini akan berdampak pada pemberian perlakuan yang sama dari China
kepada Laos dan Vietnam seperti anggota ASEAN lainnya yang memiliki keanggotaan WTO
dengan beberapa pengecualian. Dengan memberikan MFN kepada kedua negara ini, China
dapat menetapkan kesepakatan tarif dan non-tarif yang sama seperti anggota ASEAN lainnya,
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sehingga volume perdagangannya dengan CLMV mampu meningkat. Adapun pengecualian
yang diberikan China kepada anggota non-WTO

—

misalnya dengan memberikan waktu

empat tahun setelah ACFTA berjalan kepada Vietnam untuk menghilangkan restriksi

kuantitas impomya

—

umumnya bertujuan untuk membantu kesiapan negara tersebut untuk

bersaing.
Kebijakan Ekonomi China: Investasi Asing melaiui Perusahaan Negara dan Swasta

Pemerintah China telah mengatur kebijakan investasi yang mengatur tingkat dan jenis
penanaman modal asing sejak Kebijakan Pintu Terbuka. Pada awal reformasi ekonomi tahun
1978, perdagangan asing China hanya menyumbang 10% terhadap PDB. Kala itu China

belum melakukan penanaman modal di luar negeri dan tidak menerima investasi asing. “Pada
tahun 1993, peran perdagangan terhadap PDB negara meningkat menjadi 38% di mana
terdapat 60 juta dolar modal asing tertanam di lebih dari 70.000 perusahaan di China dan

China segera menjadi negara dengan Foreign Direct Investment (FDI) terbesar diantara

negara berkembang lainnya.”23 Setelah China menjadi anggota WTO beberapa regulasi
diperkenalkan untuk meliberalisasi FDI dan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang lebih
mudah diprediksi yang didasarkan kepada hukum dan

peraturan.24 Keanggotaan

China di

WTO diharapkan dapat menghasilkan spill-over effect yang positif bagi hubungan
perdagangan dan investasi antara China dan ASEAN.
Sejak ACFTA diajukan, China menjadi salah satu negara utama sumber FDI yang

masuk ke ASEAN setelah Jepang, Uni Eropa, dan Amerika Serikat. Pada tahun 2009
investasi China yang datang ke ASEAN meningkat sebanyak 40 kali lipat sejak tahun 2002.25
Meski demikian, nilai investasi China di ASEAN tidak cukup signifikan jumlahnya jika

dibandingkan dengan investasi ASEAN di China. Waiaupun bukan sumber FDI terpenting di
China, beberapa negara anggota ASEAN seperti Singapura dan Vietnam adalah beberapa

investor terpenting bagi sejumlah provinsi di China.

Salah satu indikasi semakin intensifnya kebijakan perdagangan China di ASEAN
adalah dengan menjadikan dirinya penanam maupun penarik FDI di dan dari ASEAN serta
bagaimana China memanfaatkan ACFTA untuk melancarkan kepentingannya di kawasan.

Aktor utama dalam misi ini adalah negara dan pihak swasta. Pihak swasta dari China
berperan sebagai sumber FDI bagi ASEAN sementara pihak swasta ASEAN berperan
sebagai penanam modal di China. Negara memiliki kapasitas sebagai pendukung, regulator,

dan pengambil keputusan-keputusan penting terkait kebijakan yang menyangkut FDI. Di
8
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dalam negeri, pemerintah mengatur segala bentuk FDI yang masuk dan keluar serta
memastikan kondisi dan lingkungan bisnis yang mendukung dan mampu menarik FDI dari

negara mitra dagang, yang dalam kasus ini adalah ASEAN. Pihak swasta penanam modal

yang datang dari China maupun ASEAN mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah
China berupa bantuan finansial ataupun jaminan lingkungan bisnis yang mendukung dan
memadai.

Hasil dari kebijakan perdagangan China di ASEAN dalam bidang investasi terlihat
dari peningkatan pesat nilai FDI kedua pihak sejak tahun 2002. Pada tahun 2009, total

investasi China di ASEAN adalah 2,3% dari total FDI yang masuk ke

ASEAN.26 Jika

dibandingkan dengan FDI yang masuk dari Jepang sebesar 14,5%, dari Uni Eropa sebesar
24,2%, dan dari Amerika Serikat sebesar 8,5%, maka China adalah sumber FDI terbesar
keempat di

ASEAN.27 Angka ini memang tidak cukup signifikan jika dilihat dari jumlah satu

tahun saja (US$ 1,5 miliar pada tahun 2009), tetapi akan terlihat cukup menjanjikan jika
dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya terutama saat China mengalami defisit

investasi terhadap ASEAN pada tahun 2002 sebesar US$ -71,9 juta.28 Pada tahun 2010, sejak
ACFTA dimulai, Outward Direct Investment (ODI) China di ASEAN mencapai US$ 2,57

miliar.29
Kebijakan ekonomi China terhadap ASEAN dalam sektor investasi memiliki

beberapa tujuan dasar. Pertama, ACFTA diharapkan mampu meningkatkan investasi China

di ASEAN. Terdapat beberapa keuntungan komparatif bagi China jika berinvestasi di

ASEAN, seperti sumber daya alam, energi serta upah buruh yang lebih rendah dibandingkan
dengan upah buruh di beberapa provinsi di China. Kedua, sektor swasta China akan
diuntungkan dengan adanya kerjasama ACFTA di bidang investasi yang memberikan

kebijakan preferensial khusus sehingga mendorong mereka berinvestasi di ASEAN. Ketiga,
China ingin menarik lebih banyak lagi investasi yang datang dari ASEAN. Keempat, ACFTA

sebagai sebuah kerjasama perdagangan bebas diharapkan dapat menarik lebih banyak lagi
investasi ke China dari mitra dagang asing di luar ASEAN. Kelima, China dapat mendorong
perusahaan negara dan swastanya untuk berinvestasi di ASEAN.
Kebijakan ekonomi China di ASEAN melalui sektor investasi dilakukan dengan tiga
cara yaitu perjanjian investasi dengan ASEAN, penentuan fokus investasi di ASEAN, dan

mengundang investasi ke dalam dengan kebijakan pajak yang kondusif bagi lingkungan
bisnis dan investasi. Perjanjian investasi dengan ASEAN ditetapkan dalam Rencana Aksi

Kemitraan Stategis ASEAN-China yang menjadikan investasi sebagai salah satu sektor utama
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yang menjadi fokus ACFTA. Pada poin 2.2.1 hingga 2.2.4 perjanjian tersebut, tertulis bahwa
kedua pihak sepakat untuk saling mempromosikan investasi dengan cara meningkatkan

pertukaran dan rasa saling pengertian di antara otoritas investasi dan pihak svvasta ASEAN
dan

China.30 Kedua pihak

juga sepakat menjalin kerjasama antarpemerintah, asosiasi bisnis,

dan institusi akademik untuk mempromosikan kebijakan investasi di ASEAN dan China.
Untuk mendukung investasi di kedua wilayah, ASEAN dan China juga sepakat untuk
mengadakan ASEAN-China Bussiness and Investment Summit dan ASEAN-China Bussiness

Council.
Dalam Rencana Aksi di atas, Wen Jiabao mengajukan ide untuk mengadakan

pameran perdagangan internasional tahunan yang diadakan

di Nanning dalam rangka

fasilitasi kerjasama ekonomi antara China dan ASEAN. Pameran ini kemudian dinamakan
China-ASEAN Expo. CAEXPO tidak hanya mengundang negara anggota ASEAN, tetapi
juga beberapa negara mitra dagang lainnya. Penyelenggaraan pameran ini memang dapat
menguntungkan ASEAN, namun China sendiri akan lebih diuntungkan. Pemilihan Nanning

sebagai tempat pameran akan menguntungkan China karcna ia dapat mengenalkan kota
lainnya di China yang dapat dijadikan lokasi investasi bagi ASEAN dan mitra dagang
lainnya. China juga diuntungkan dengan devisa yang dihasilkan dari masuknya para peserta

pameran dan turis ke negaranya.

Dalam Rencana Aksi poin 2.2.3, China berjanji untuk mendorong perusahaanperusahaan di China untuk menjadikan negara anggota ASEAN sebagai prioritas tujuan

investasi serta untuk menciptakan iklim yang menarik dan kondusif bagi arus investasi.

Dorongan ini berupa dukungan pemerintah dalam bentuk bantuan dana dan himbauan
langsung untuk menjadikan ASEAN sebagai target OD1 China.

China berinvestasi di ASEAN dengan fokus di tiga area utama investasi yaitu sumber
daya alam, infrastruktur, dan transportasi. China menanamkan investasi terkait dengan
pencarian energi di Asia Tenggara dengan cara mengerahkan State-Owned Enterprise (SOE)

China yang bergerak dalam pencarian minyak seperti China Petroleum and Chemical

Company (SINOPEC), China National Petroleum Company (CNPC), dan China National
Offshore Oil Corporation (CNOOC). Mursitama dan Y udono bahkan menyebut sepak terjang
ketiga perusahaan minyak milik pemerintah China tersebut dengan “Tiga Naga” yang
menguasai industri minyak Indonesia,31 Walaupun Asia Tenggara tidak memiliki cadangan
minyak terbesar di dunia, namun pasokan minyak dari Indonesia, Malaysia, Brunei, Vietnam,

dan Filipina cukup penting sehingga negara-negara ini tidak lepas dari diplomasi China untuk
10
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eksplorasi minyak di negara-negara

tersebut.32

Peran signifikan pemerintah China dapat

dilihat dari bantuan pemerintah dalam usaha lobi-lobi politik

ke beberapa negara dan

dukungan modal yang sangat besar, baik berupa pinjaman ataupun pemberian modal ke tiga
perusahaan minyak milik

negara.33 Contoh

dari investasi China dalam pencarian energi di

Asia Tenggara adalah penandatanganan kesepakatan survey dengan Filipina dan Vietnam
untuk mencari cadangan minyak di Laut Cina Selatan pada tanggal 14 Maret 2005.

Dalam bidang infrastruktur China merupakan investor terbesar di Kamboja. Selain itu,
China juga memberikan bantuan skala besar untuk konstruksi infrastruktur di Vietnam,
Myanmar, dan

Laos.34 Di Kamboja, perusahaan negara China juga berinvestasi besar-besaran

pada sektor infrastruktur dan kebutuhan dasar, contohnya adalah China Road and Bridge

Corporation dan China International Water and Electric Company ,35 Di Vietnam, terdapat
setidaknya 50 perusahaan China yang berinvestasi di sektor pembangkit listrik,

pertambangan, besi dan baja, sepeda motor, bahan kimia, dan persenjataan. Beberapa SOE
China yang berinvestasi di Vietnam adalah China Metallurgical Construction Corporation,
China Iron and Steel, dan China State Construction Engineerir and Harbin Power?6
China memandang penanaman modal untuk membangun infrastruktur di negaranegara ASEAN, terutama yang berbatasan langsung dengan China, akan menguntungkan

dalam jangka panjang karena infrastruktur yang baik akan meningkatkan perdagangan.

Contohnya adalah inisiatif "‘Bridgehead Strategy” yakni pembangunan infrastruktur jalan
penghubung Yunnan dan Asia Tenggara. Yunnan adalah provinsi di China yang berbatasan
langsung dengan Vietnam, Laos, dan Myanmar dan merupakan salah satu provinsi yang

paling tinggi volume ekspor-impomya dengan Asia Tenggara. Perdagangan China dan
ASEAN di Yunnan dan Guangxi mencapai 35,6% yakni sebesar 1,6 miliar dolar atau sekitar
3,8% dari total perdagangan China dan

ASEAN.37

ACFTA telah memberikan kontribusi signifikan bagi pertumbuhan perdagangan dan

investasi China dan ASEAN. Setelah ACFTA diajukan, China dan Bank Pembangunan Asia
(ADB) berinvestasi besar-besaran di Asia Tenggara. China bahkan mendirikan China-ASEAN

Fund sebesar 10 miliar dolar untuk mendukung pembangunan infrastruktur di kawasan.
Sistem kereta api yang menghubungkan China dan negara-negara aliran Sungai Mekong akan
selesai pada tahun 2020 dengan China sebagai investor

utama.38

Dengan besarnya investasi

China di ASEAN, China berharap dapat menstabilkan ekonomi provinsinya yang berada di

wilayah selatan dan berbatasan langsung dengan ASEAN serta mampu meningkatkan level

pembangunan ekonomi di provinsi-provinsi miskin China yang berada di barat daya. Di
GLOBAL Vol. 13 No. 1 Mei 2011
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samping itu, China juga harus membantu ASEAN dalam bersaing dengan China. Jika
ASEAN tidak dapat bersaing maka kesempatan investasi China di ASEAN pun akan rendah
karena rendahnya daya serap ASEAN.

Selain perusahaan milik negara, perusahaan swasta China juga berinvestasi di
ASEAN. Investasi pihak swasta China mayoritas berkisar pada investasi yang
mengeksplorasi atau mengekploitasi sumber daya aiam dan bahan mentah dari ASEAN. Di
Indonesia, pengusaha swasta China menanamkan modal besar-besaran pada perkebunan
kelapa sawit yang terletak di Kalimantan. Sementara investasi pengusaha swasta China di

Thailand umumnya berada di sektor tekstil, garmen, peralatan elektronik rumah tangga,
mesin bangunan, rokok, obat-obatan, perdagangan, dan

perumahan.39

Beberapa perusahaan

China yang berinvestasi di Thailand adalah Dongguan Nokia, Zhuhai Canon, dan Intel China.
Di Singapura investasi China kebanyakan berada pada sektor asuransi, perbankan, finansial,

pengapalan barang, dan

perdagangan.40 Walaupun

sebagian besar perusahaan China yang

berinvestasi di Vietnam dan Kamboja adalah perusahaan negara, terdapat pula perusahaan
swasta China yang berinvestasi di kedua negara tersebut, misalnya perusahaan
telekomunikasi Huawei.
Tidak hanya mendorong investasi ke ASEAN melalui perusahaan negara dan
swastanya, China juga berhasil menarik investasi dari ASEAN untuk masuk ke dalam negeri

melalui kebijakan perpajakannya. Tidak seperti investasi China di ASEAN yang cenderung

didominasi sektor energi, migas, dan infrastruktur, investasi ASEAN di China lebih

bervariasi dan mayoritas berada pada sektor manufaktur dan jasa. Pada tahun 1991, investasi
ASEAN di China hanya sekitar US$ 90 juta, namun di tahun 1998 angka investasi tersebut
naik menjadi USS 4,8 miliar dan US$ 26,2 miliar tahun 2001 atau sekitar 6,6% dari total FDI
yang masuk ke

China.41

Di bawah kerangka kerjasama ACFTA, total investasi China di

ASEAN hingga tahun 2008 melesat mencapai US$ 6,1 miliar sedangkan investasi ASEAN di

miliar.42 Pada pertengahan tahun 2010, total
USS 69,4 miliar.43 Walaupun bukan sumber

China pada tahun yang sama mencapai USS 5,6
investasi dua arah China-ASEAN mencapai

Inward Direct Investment (IDI) utama China, beberapa anggota ASEAN mulai meningkatkan
investasi mereka di China terutama sejak Perjanjian Investasi ASEAN-China yang disepakati
kedua pihak pada tahun 2009. Kelompok perusahaan Sinarmas dari Indonesia turut
mengembangkan Zona Pembangunan Ekonomi Pelabuhan Qinzhon, China, dengan
berinvestasi sebesar USS 1,2 miliar atau sekitar 10,88 triliun rupiah.

Malaysia, Thailand,

dan Brunei juga mulai meningkatkan investasinva di China.
12
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Ada beberapa faktor yang mendorong peningkatan jumlah investasi ASEAN di China.
Pertama, China memberlakukan beberapa kebijakan khusus yang dapat menarik investor ke

dalam negeri, misalnya perbedaan pajak. Pemerintah China menetapkan pajak yang berbeda
bagi perusahaan asing ( FIEs — Foreign Invested Enterprises) dengan perusahaan swasta
domestik. Perusahaan asing (FIE) tidak diharuskan membayar pajak konstruksi dan
perawatan kota seperti layaknva perusahaan

lokal45, walaupun FIE

sebenarnya sangat

diuntungkan dengan struktur kota dan infrastruktur China yang mendukung efektifitas dan
efisiensi bisnis. Setelah penerapan Hukum Pajak Pendapatan Perusahaan pada tanggal 1
Januari 2008, pemerintah China juga memotong pajak pendapatan FIE yang tadinya sebesar

33% menjadi

25%.46

Daerah Ekonomi Khusus juga dirancang pemerintah untuk menarik

FDI dan menguntungkan FIE. Perusahaan-perusahaan yang berlokasi di daerah khusus
menerima perlakuan pajak khusus yang cenderung lebih ringan. China juga memberlakukan
kebijakan yang mendukung ekspor perusahaan yang bertempat di China karena jika 70%

produk perusahaan tersebut diekspor ke luar China maka perusahaan tersebut akan menikmati
50% potongan pajak pendapatan

perusahaan.47 Pemotongan pajak serta perlakuan yang baik

kepada investor asing menjadi faktor penting naiknya IDI dari luar, termasuk dari Asia

Tenggara. Kedua, para investor dari Asia Tenggara yang datang ke China daratan untuk
berinvestasi tertarik pada tiga unsur terpcnting yang dimiliki oleh China; infrastruktur yang

mendukung, birokrasi yang sederhana dan tidak berbelit-belit, dan etos kerja buruh China
yang efektif.

Penutup: Belitan Sang Naga yang Melenakan

Belitan sang Naga di ASEAN sudah semakin menyesakkan. Serangkaian kebijakan
ekonomi telah dilakukan tahap demi tahap dengan sistematis. Hal ini terangkum daiam bagan
berikut ini:
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Bagan 1. Model kebijakan ekonomi China di ASEAN pasca keanggotaan China di

WTO
(2002-2011)

Kepentingan nasional dan kebijakan perdagangan China pasca WTO

Pola umum kebijakan ekonomi China di ASEAN (2002-2010)

Kerjasama
perdagangan barang
dengan ASEAN dalam
skema ACFTA

Kebijakan pemerintah
dalam mendorong
investasi asing masuk
ke China dari ASEAN

’'

Kebijakan:
EHP, bantuan terhadap UKM
ASEAN, penerapan prinsip
WTO ke anggota ASEAN
«/ÿ*«-

WTY"\

foci liloci

perdagangan ASEAN,

menurunkan tarif.
Tujuan:
Menampilkan sosok China
yang ramah dan koperatif
serta meningkatkan trade in
goods dengan ASEAN,
menunjukkan kebangkitan
China yang damai.

Kebijakan:
Memberlakukan kebijakan
pajak yang kondusif bagi

bisnis dan perusahaan asing,
membebankan tarif MFN
yang rendah bahkan bagi
standar negara berkembang,
membangun infrastruktur
yang mendukung iklim
usaha, menciptakan
lingkungan birokrasi usaha
yang ringkas dan efisien yang
didukung dengan etos tenaga
kerja yang baik dan efektif.
Tujuan:
Mendorong investasi masuk
dari ASEAN.

Kebijakan pemerintah
dalam mendorong

investasi China ke
ASEAN

Kebijakan:
China memberlakukan
kebijakan “going out” untuk
mendorong investasi ke
ASPAM

Kerjasama investasi dengan
ASEAN melalui CAEXPO,
berinvestasi besar-besaran
pada sektor migas, SDA,
infrastruktur, dan transportasi
di ASEAN, ekspansi SOE
China di ASEAN,
bekerjasama dengan
perusahaan lokal ASEAN,
beberapa perusahaan swasta
China memberikan
bantuan/donasi bencana alam
kepada ASEAN.
Tujuan:
Pencarian energi dan
bahan mentah, ekspansi
perusahaan- perusahaan
China, membangun citra
positif perusahaan China di
ASEAN.

Model kebijakan diatas secara ilustratif memperlihatkan bagaimana China semakin
serius dalam mentransformasikan ekonominya dalam konteks ASEAN. Hal ini tidak terjadi

begitu saja karena sejarah kebijakan “reformasi dan pintu terbuka” sejak 1978 lalu.

Konsistensi sang Naga menjalankan setiap tahapan membuahkan hasil yang mencengangkan
14
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hingga saat ini telah muncul menjadi kekuatan ekonomi nomor dua dunia dan aktor yang

harus diperhitungkan dalam hubungan internasional kekinian.

Pasca diterimanya China di WTO, pemerintah China semakin mendorong SOE
maupun MNC China untuk melakukan intemasionalisasi dengan tujuan meningkatkan daya
saing internasional China secara menyeluruh. Dukungan pemerintah China ini didasari oleh

tiga tujuan

utama:48 pertama,

mendapatkan pasokan sumber daya alam secara aman untuk

kepentingan domestik; kedua, memberikan kontribusi pada penyesuaian pembangunan

ekonomi China yang sedang dan terus bcrlangsung; ketiga, meningkatkan daya saing

internasional perusahaan-perusahaan China.
China menyadari kekhawatiran ASEAN, terutama negara anggotanya yang masuk
kategori negara berkembang, dalam menghadapi persaingan dengan China. Jika ASEAN
ketakutan, maka hubungan ekonominya dengan China tidak akan berjalan dengan lancar.

Untuk mengatasi kecemasan ASEAN atas kebangkitan China secara damai (peaceful rise of
China), China pun melancarkan kebijakan perdagangan yang ‘ramah’ dengan memahami

kebutuhan ASEAN namun dilancarkan lcbih intensif. Kebijakan perdagangan China di
ASEAN dilakukan dengan cara mengajukan proposal kerjasama perdagangan bebas pada

tahun 2000, menarik dan mendorong investasi dari dan ke ASEAN melalui kebijakan

pemerintah China terhadap perusahaan negara dan swastanya untuk berekspansi ke ASEAN.
China akan mendapatkan banyak keuntungan dari ACFTA. Pertama, Asia Tenggara

adalah sumber alternatif bagi kebutuhan energi China. Pencarian China akan minyak dan

sumber daya energi lainnya di seluruh dunia telah menjadikan China sebagai negara yang
menjalankan apa yang dinamakan dengan oil-nation diplomacy. Negara anggota ASEAN

yang kaya sumber alam menjadi target impor China untuk memenuhi kebutuhan energi dalam
negerinya. Beberapa perusahaan minyak milik negara China juga beroperasi di negara
anggota

ASEAN.49

Kedua, bersama dengan ASEAN China akan membentuk sebuah pasar

raksasa yang akan berguna sebagai penarik modal asing yang masuk dari negara-negara

ketiga. Ketiga, keuntungan lainnya adalah China akan mendapatkan sumber pangan dari

ekspor ASEAN untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya. Walaupun China juga
mengekspor produk pertanian ke ASEAN, beberapa produk pertanian keduanya bersifat
komplementer karena adanya perbedaan produk. China membutuhkan produk buah-buahan
tropis dari ASEAN sementara ASEAN mengimpor sereal, sayur-sayuran, timbal dan seng
dari China. Keempat, keuntungannya adalah China dapat mengalihkan perdagangan dari
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perdagangan intra negara anggota ASEAN dan dari negara di luar kawasan dengan

dihapuskan atau diturunkannya hambatan tarif dan non-tarif.
Skema ACFTA diajukan China tidak hanya semata untuk mengurangi kecemasan

ASEAN, namun juga membantu China mendapatkan kepercayaan ASEAN akan
perkembangan ekonomi China yang pesat dan damai. Dalam skema ini, China membantu
mendorong ekspor pertanian ASEAN ke China dengan memberikan program EHP dan

fasilitas perdagangan lainnya bagi anggota ASEAN. Peran negara sangat dominan karena

seluruh bentuk bantuan yang ditawarkan China ke ASEAN selalu mengacu kepada hukum
dan peraturan perdagangan asing dan ekspor impor yang dibuat dan diawasi oleh negara.
Pada level atas, pemerintah China terjun langsung dalam pembuatan kebijakan perdagangan

yang menekankan kepada sikap China yang kooperatif dalam melakukan hubungan dagang
dengan ASEAN dalam skema ACFTA. Berulang kali pemerintah China menegaskan niat
baiknya untuk membantu ASEAN meningkatkan ekspornya ke China dan bahwa China juga

mendorong perdagangannya ke ASEAN.

Dalam sektor investasi, pemerintah China menyerukan kepada perusahaan negara dan
pengusaha swasta untuk berinvestasi di ASEAN. Pemerintah juga menandatangani perjanjian
kerjasama investasi dengan ASEAN yang diharapkan dapat mendorong investasi masuk dan
keluar di kedua pihak. Kebijakan dalam negeri China yang banyak memberikan banyak
kemudahan bagi iklim bisnis mampu menarik kelompok swasta dari ASEAN untuk

menanamkan modal dengan China. Kelebihan China yang sangat menarik bagi ASEAN
adalah infrastruktur yang baik, birokrasi yang mudah dan sederhana, serta etos kerja buruh
yang tinggi dan produktif. Untuk investasi ke luar, peran negara tidak hanya dengan seruan
langsung untuk menjadikan ASEAN sebagai tempat investasi China, China juga berinvestasi
besar-besaran dalam bidang infrastruktur dan transportasi yang menghubungkan China
dengan wilayah Asia Tenggara untuk mendorong perpindahan modal, tenaga kerja, dan

distribusi barang.

Peran pemerintah China dalam menetapkan dan menjalankan kebijakan perdagangan

China di ASEAN telah menjadi faktor penting dalam peningkatan kerjasama ekonomi dan
perdagangan China dan ASEAN terutama sejak keanggotaan China di WTO. Kebijakan ini

merupakan salah satu output dari kebijakan ekonomi dan perdagangan asing China secara

umum terutama dalam kerjasama perdagangan barang dan investasi melalui ekspansi
perusahaan negara dan swastanya. Benang merah dari kebijakan di tiga bidang kerjasama

tersebut adalah karakteristik kebijakan perdagangan China yang sifatnya lebih integratif dan
16
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visioner jika dibandingkan dengan kebijakan perdagangan China di ASEAN sebelum
keanggotaannya di WTO.

Anggota ASEAN, termasuk Indonesia, seharusnya dapat belajar banyak dari China

yang berhasil memajukan ekonominya dengan menyusun kebijakan-kebijakan perdagangan
yang sesuai dengan tuntutan WTO tanpa perlu mengubah tatanan politiknya. RRC juga
berhasil maju dengan seperangkat kebijakan yang revolusioner, visioner, dan total dengan

memperhitungkan penuh sumber daya yang dimilikinya serta resiko-resiko yang harus
diambil. China berhasil menyusun dan menjalankan kebijakan perdagangannyademi

mencapai kepentingan nasionalnya.
ASEAN juga harus belajar tentang bagaimana campur tangan pemerintah China
dalam memenangkan persaingan dagang dengan negara mitra. Jika ASEAN ingin bersaing

dengan China maka ASEAN harus membenahi persoalan-persoalan domestiknya terlebih
dahulu. Misalnya, dengan membuat perencanaan kebijakan ekonomi yang lebih
komprehensif dan terperinci yang dapat menarik investasi asing, memastikan kejelasan

hukum demi lingkungan bisnis yang lebih kondusif, membangun industri strategis yang dapat
mendorong pertumbuhan produksi barang manufaktur dalam negeri, serta meningkatkan

kualitas sumber daya manusianya agar dapat memenangkan persaingan.
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